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ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG TERLIBAT
DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)

TIA RAMADANTI

Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis
menjadi isu yang mendesak di Indonesia, terutama di Kota Palembang. Anak-anak
yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pendidikan sering Kkali
dimanfaatkan oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tindakan
eksploitasi anak ini melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama:
Bagaimanakah upaya Polretabes Palembang dalam penegakan hukum terhadap
orang tua yang terlibat tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis? dan
apakah kendala penyidik dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang terlibat
tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis? Metode penelitian yang
digunakan adalah metode empiris, dengan pengumpulan data melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara dengan
anggota Polrestabes, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum dan
laporan terkait eksploitasi anak. Hasil penelitian menunjukan upaya penegakan
hukum terhadap pelaku eksploitasi anak terdapat dua upaya, yaitu upaya preventif
adalah upaya pencegahan dilakukan dengan patroli dan sosialisasi, dan upaya
represif adalah upaya penindakan terhadap pelaku, dilakukan melalui penyelidikan,
penindakan, pemeriksaan, hingga penyerahan tersangka kepada penuntut umum.
Kendala penyidik mengacu pada pengakuan korban trauma psikologis dan
intimidasi dari pelaku yang membuat korban enggan mengakui eksploitasi, pelaku
yang melarikan diri dan memalsukan identitas, serta kurangnya koordinasi antar
lembaga tanpa adanya MoU memperburuk penanganan dan rehabilitasi anak-anak
yang dieksploitasi, terdapat juga kendala penyidik dari masyarakat rendahnya
kesadaran masyarakat terkait eksploitasi anak, sikap apatis masyarakat juga
menjadi penghalang pelaporan kasus. Hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan strategi dalam
penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi anak sebagai pengemis. Peningkatan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak serta kolaborasi
antara pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, dan masyarakat sangat diperlukan
untuk menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak agar mereka dapat tumbuh
tanpa ancaman eksploitasi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Orang Tua, Eksploitasi Anak,

Pengemis.
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ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST PARENTS INVOLVED IN CHILD
EXPLOITATION AS BEGGARS (CASE STUDY OF POLRESTABES
PALEMBANG)

TIA RAMADANTI

Law enforcement against the crime of exploiting children as beggars is an urgent
issue in Indonesia, especially in Palembang. Children who should receive
protection and education are often exploited by their parents to meet economic
needs. This exploitation violates Law No. 35 of 2014, which amends Law No. 23
of 2002 on Child Protection. This study focuses on two main questions: How does
the Palembang Police enforce the law against parents involved in exploiting
children as beggars? And what challenges do investigators face in enforcing the law
against these parents? The research uses an empirical method, collecting data
through observation, interviews, and documentation. Primary data were obtained
from interviews with police officers, while secondary data came from legal
literature and reports on child exploitation. The results show two types of law
enforcement efforts: preventive measures such as patrols and socialization, and
repressive measures including investigation, prosecution, examination, and
handing over suspects to prosecutors. Investigators face obstacles such as victims’
psychological trauma and intimidation by perpetrators, causing victims to hesitate
to admit exploitation; perpetrators fleeing and falsifying identities; and poor
coordination among institutions due to the absence of a memorandum of
understanding (MoU), which worsens handling and rehabilitation of exploited
children. Additionally, low public awareness and apathy hinder case reporting. The
study aims to provide a deeper understanding of the challenges and strategies in law
enforcement against child exploitation as beggars. Increasing public awareness
about child protection and collaboration among government, law enforcement,
NGOs, and society are essential to create a safe environment where children can
grow free from exploitation.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Parents, Child Exploitation,
Beggars.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pidana merupakan proses penerapan aturan hukum untuk
mencegah dan menindak pelanggaran pidana. Proses ini melibatkan pencegahan
melalui norma hukum (in abstracto) dan tindakan nyata seperti penyidikan,
penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman (in concreto) oleh aparat penegak
hukum. Didalam penegakan hukum pidana, terdapat prinsip-prinsip yang
mendasari, seperti prinsip legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa
adanya Undang-Undang yang mengaturnya (nullum crimen, nulla poena sine lege),
prinsip kepastian hukum yang menuntut setiap tindakan hukum harus jelas dan
tidak ambigu serta prinsip keadilan yang mengharuskan penegakan hukum
dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Penegakan hukum dilaksanakan oleh
lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, yang
melibatkan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan untuk memastikan
keadilan bagi pelaku dan korban.! Sanksi pidana berupa penjara, denda atau pidana
tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu atau penyitaan barang.

Landasan hukum utama hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP) yang disahkan pada
tahun 1946. KUHP mengatur berbagai tindak pidana serta sanksi yang dapat
dikenakan. Terdapat juga Undang-Undang Khusus yang mengatur tindak pidana

tertentu, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

! Andi Hamzah. (2020). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, him: 12.



Undang-Undang Narkotika. Hukum pidana di Indonesia menetapkan tindakan yang
dilarang, termasuk pencurian, pembunuhan dan penipuan serta mengelompokkan
kejahatan ke dalam kategori yang meliputi kejahatan terhadap orang, harta benda
dan kejahatan ekonomi.? Selain itu, KUHP juga mengatur tindak pidana yang
terkait dengan anak, termasuk eksploitasi, pencabulan, pemerkosaan dan
perdagangan anak.

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menetapkan hak-hak anak serta tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara.
Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memperkuat ketentuan
perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan kejahatan seksual. Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014, yang merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, khusus mengatur hak-hak anak
dan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi. Hukum pidana di Indonesia
mengatur eksploitasi anak melalui berbagai ketentuan, termasuk dalam KUHP,
yang menyatakan setiap orang yang melakukan atau turut serta dalam melakukan
eksploitasi terhadap anak, termasuk perdagangan anak, diancam dengan pidana
penjara paling lama 15 tahun. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk
melindungi anak-anak dari perlakuan yang merugikan, termasuk bentuk eksploitasi.

Berbagai tindak pidana yang dapat dialami oleh anak mencakup kekerasan

fisik dan psikis, eksploitasi seksual, perdagangan anak dan pengabaian. Sanksi bagi

2 Topo Santoso. (2021). Hukum Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers,
hlm: 31.



pelaku kejahatan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
dan KUHP, yang mencakup hukuman penjara, denda dan pidana tambahan seperti
pencabutan hak asuh. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin
perlindungan anak melalui kebijakan dan program yang efektif sebagaimana yang
disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Farkir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Menegaskan bahwa negara menjamin hak atas kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyat, sementara masyarakat diharapkan berperan aktif dalam melindungi
anak dengan melaporkan kejahatan dan mendukung pemulihan korban. Selain itu,
Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

“Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban untuk melindungi anak bukan
hanya terletak pada orang tua saja tetapi keluarga maupun negara wajib
bertanggung jawab atas perlindungan dan memelihara anak. Orang tua dan wali
memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari ancaman serta memberikan
pendidikan yang baik. Pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak anak
menjadi bagian integral dari perlindungan anak dan program-program sosialisasi
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
melindungi anak dari potensi bahaya. Dengan demikian, hukum pidana
perlindungan anak di Indonesia berperan penting dalam memberikan perlindungan

dan keadilan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana



lingkungan yang aman serta terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi.’> Orang tua
sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam perlindungan dan
pendidikan anak, sering kali menjadi faktor kunci dalam kasus eksploitasi ini. Alih-
alih melindungi anak, beberapa orang tua malah memanfaatkan anak mereka
sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang
masih berada dalam kandugan. Anak sebagai generasi penerus bangsa merujuk
pada peran krusial anak-anak dalam membentuk masa depan suatu negara, dimana
mereka bukan hanya penerus, tetapi juga aset penting dalam pembangunan sosial,
ekonomi dan budaya. Anak-anak adalah penerus dari nilai, budaya dan tradisi suatu
bangsa, maka dengan memberikan pendidikan yang baik serta lingkungan yang
mendukung, mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas dan siap
berkontribusi kepada masyarakat.* Selain itu, anak memiliki hak-hak dasar yang
harus terpenuhi, termasuk hak untuk hidup, belajar, bermain dan mendapatkan
perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, sehingga negara dan masyarakat
memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini.>

Anak-anak juga memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan di masa
depan dan dengan pendidikan yang tepat, mereka dapat berinovasi serta
berkontribusi dalam berbagai bidang seperti teknologi, kesehatan dan lingkungan.

Keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi

3 Rina Lestari. (2020). Hak Anak dalam Konteks Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika, him: 32.

4 Siti Rahayu. (2022) Anak dalam Perspektif Pembangunan Bangsa. Jurnal Ilmiah
Pendidikan.

5 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang
Perlindungan Anak. Jakarta: Kemdikbud.



kehidupan mereka juga penting, karena dapat membangun rasa tanggung jawab dan
kepemimpinan sejak dini.® Dengan demikian, sebagai generasi bangsa anak-anak
memegang peranan penting dalam menentukan arah dan masa depan suatu negara,
sehingga perhatian dan dukungan terhadap mereka sangat diperlukan agar mereka
dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta mampu memberikan kontribusi
positif bagi masyarakat dan negara di masa mendatang.

Eksploitasi anak sebagai pengemis adalah masalah sosial yang semakin
memprihatinkan di Indonesia, termasuk di Kota Palembang. Fenomena ini tidak
hanya mencakup anak-anak yang terpaksa melakukan kegiatan tersebut untuk
memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga melibatkan orang tua yang seharusnya
melindungi dan merawat mereka. Tindakan orang tua yang mengeksploitasi anak
demi kepentingan ekonomi dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap
hak-hak anak dan perlindungan hukum yang telah diatur dalam undang-undang.

Menurut laporan data dari Dinas Sosial Kota Palembang, terdapat
peningkatan kasus eksploitasi anak, terutama di daerah perkotaan. Mengenai kasus
eksploitasi anak yang terjadi di Kota Palembang dalam kurun waktu 2020-2023.
Eksploitasi anak, baik dalam bentuk pengemis, pengamen, maupun bentuk lainnya,
menjadi isu serius yang memerlukan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan
lembaga terkait. Berdasarkan data, jumlah kasus eksploitasi anak meningkat dari
150 kasus pada tahun 2020 menjadi 220 kasus pada tahun 2023. Jenis eksploitasi

yang paling umum adalah pengemis (60%), diikuti oleh pengamen (25%),

¢ Dewi Indrayani (2021). Peran Pendidikan dalam Membangun Karakter Anak. Jurnal
Pendidikan dan Kebudayaan.



eksploitasi seksual (10%) dan pekerja anak (5%).’

Tren Kasus Eksploitasi Anak di Kota Palembang (2020-2023)
220}

210

=N
© o
o o

[
2]
o

Jumlah Kasus

170
160
150

2020.0 2020.5 2021.0 2021.5 2022.0 2022.5 2023.0
Tahun

Data ini menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dan
menjadi dasar pentingnya upaya penegakan hukum.

Mayoritas anak yang terlibat dalam praktik eksploitasi sebagai pengemis
berusia antara 6 hingga 15 tahun. Banyak dari mereka berasal dari keluarga kurang
mampu atau dari daerah luar kota yang bermigrasi ke Palembang untuk mencari
kehidupan yang lebih baik.® Di Kota Palembang, pengemis sering terlihat
berkeliaran di beberapa lokasi strategis, seperti Simpang Charitas, Simpang Lima
DPRD Sumsel, serta area sekitar pusat perbelanjaan dan pasar. Tempat-tempat
umum seperti taman dan trotoar juga menjadi titik berkumpul mereka.’

Fenomena eksploitasi anak sebagai pengemis sering kali terjadi karena
faktor ekonomi. Banyak orang tua yang terjebak dalam kemiskinan dan merasa

tidak memiliki pilihan lain selain memanfaatkan anak mereka untuk mendapatkan

7 Dinas Sosial. (2023) Laporan Tahunan Perlindungan Anak. Palembang: Dinas Sosial.

8 Lembaga Swadaya Masyarakat yang Fokus Pada Perlindungan Anak. (2021). Studi Kasus
Eksploitasi Anak di Palembang.

® Aziz Munajar. (2021). “Pemkot Palembang Jaring Pengemis dan Anak Jalanan”, diakses
melalui https://www.antaranews.com/berita/2129742/pemkot-palembang-jaring-pengemis-dan-
anak-jalanan pada 29 Oktober 2024, pukul 14.32 WIB.




uang. Dalam banyak kasus, anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan
dan perhatian, justru dipaksa untuk bekerja di jalanan. Ini menciptakan siklus
kemiskinan yang sulit diputus, di mana anak-anak tidak hanya kehilangan masa
kecil mereka, tetapi juga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.!”
Dalam Pasal 761 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
terhadap anak™.

Secara tegas melarang setiap orang, termasuk orang tua, untuk
mengeksploitasi anak dalam bentuk apapun, termasuk mengajak atau memaksa
anak untuk mengemis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana perlindungan
anak di Indonesia dirancang untuk memberikan perhatian khusus terhadap
perlindungan anak-anak sebagai kelompok rentan dari berbagai bentuk kejahatan
dan kekerasan. Tindakan orang tua yang mengeksploitasi anak untuk mengemis
dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Pasal 88 Undang-Undang 35 Tahun 2014,
berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai eksploitasi anak dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200
juta”.

Sanksi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berperan sebagai sarana

untuk menghukum, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya

19 Dewi Sari. (2019). Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Kasus Eksploitasi:
Tanggung Jawab Orang Tua dan Negara. Jurnal Perlindungan Anak.



eksploitasi anak di masa yang akan datang.!! Namun, penegakan hukum terhadap
kasus eksploitasi anak sering kali menghadapi berbagai hambatan. Salah satu
tantangan utama adalah stigma sosial yang dialami oleh keluarga yang terlibat
dalam kasus tersebut. Banyak orang tua merasa tertekan dan terisolasi, sehingga
enggan untuk melaporkan atau mencari bantuan.!”? Selain itu, kurangnya
pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan perlindungan hukum juga
menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Pentingnya peran pemerintah dan
lembaga terkait dalam menangani kasus eksploitasi anak tidak dapat diabaikan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa ada regulasi yang jelas dan mekanisme yang
efektif untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi.!® Ini termasuk menyediakan
layanan rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban, serta memberikan
dukungan kepada keluarga untuk mengatasi masalah ekonomi yang mendasari
eksploitasi tersebut.

Dalam konteks ini, pendidikan menjadi salah satu solusi jangka panjang
yang paling efektif. Pada Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan:
“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan
bakat”.

Dengan memberikan akses pendidikan yang baik kepada anak-anak,

diharapkan mereka dapat keluar dari siklus kemiskinan dan tidak terjebak dalam

! Rani Rachmawati. (2020). Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis
Solusi. Jurnal Ilmu Hukum.

12 Intan Kusuma. (2018). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap
Perlindungan Anak. Jurnal Hukum dan Masyarakat.

13 Rudi Yudhistira. (2019). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kasus Eksploitasi Anak
di Jalanan. Jurnal Administrasi Publik.



praktik eksploitasi. Selain itu, pendidikan juga dapat meningkatkan pemahaman
orang tua mengenai hak-hak anak serta tanggung jawab mereka dalam melindungi
anak.'* Orang tua yang mengeksploitasi anak sering kali berasal dari latar belakang
yang sulit dan mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang dampak
negatif dari tindakan mereka.!> Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis dan
rehabilitatif diperlukan untuk menangani masalah ini, bukan hanya sekadar
hukuman. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya
masyarakat (LSM) sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan
mendukung bagi anak-anak. Dengan bekerja sama, dapat menciptakan perubahan
yang signifikan dalam perlindungan anak dan mencegah eksploitasi di masa depan.

Salah satu kasus eksploitasi anak sebagai pengemis terjadi pada tahun 2021,
ketika polisi melakukan penyelidikan terhadap dugaan eksploitasi setelah
menangkap seorang perempuan berinisial SY yang berusia 46 tahun terlihat
memukuli seorang anak berusia delapan tahun di trotoar Palembang. Perempuan
tersebut, yang telah diamankan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Polrestabes Palembang, diduga mempekerjakan anak berinisial TK sebagai
pengemis di Simpang Charitas. Video insiden ini menjadi viral di media sosial,
yang memicu respons cepat dari pihak kepolisian. Menurut pelaku, TK adalah
cucunya yang diajak mengemis untuk mengisi waktu selama belajar daring. TK
mengaku harus menyetor Rp30.000 setiap hari kepada neneknya dan jika tidak, ia

akan dipukul. Polisi memutuskan untuk menempatkan TK di Rumah Aman Dinsos

14 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). (2020). Analisis Kebijakan: Perlindungan
Anak dari Eksploitasi. Jakarta: PSHK.

15 Lestari Hayati. (2021). Dampak Psikologis Eksploitasi Anak: Tinjauan Hukum dan
Sosial. Jurnal Psikologi dan Hukum.
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Sumsel, sementara pelaku dijebloskan ke penjara dan akan menghadapi tuntutan
berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10
tahun penjara.

Melalui analisis ini, diharapkan pembaca dapat memahami kompleksitas
masalah eksploitasi anak dan pentingnya peran orang tua sebagai pelindung anak.
Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan baru bagi akademisi,
penegak hukum dan masyarakat dalam upaya melindungi hak-hak anak di
Indonesia. Sehubungan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan
penelitian bertujuan untuk memberikan pemikiran melalui penulisan penelitian
skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Terlibat
Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis (Studi Kasus Polrestabes
Palembang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa
permasalahan dan menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Polretabes Palembang dalam penegakan hukum terhadap
orang tua yang terlibat tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis?

2. Apakah kendala penyidik dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang
terlibat tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada penegakan hukum oleh
Polrestabes Palembang terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi anak

sebagai pengemis, serta mengidentifikasi apa yang menjadi kendala penyidik dalam
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proses penegakan hukum terhadap orang tua yang terlibat tindak pidana eksploitasi

anak sebagai pengemis. Dengan ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik,

penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai
isu tindak pidana eksploitasi anak.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merujuk pada apa yang ingin dicapai melalui studi, tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum
terhadap orang tua yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi anak sebagai
pengemis oleh Polrestabes Palembang.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala penyidik dalam penegakan
hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis.

Manfaat penelitian mengacu pada keuntungan atau dampak positif yang
dihasilkan dari penelitian, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoristis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam
perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai
pengemis. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya wawasan tentang isu
eksploitasi anak serta faktor-faktor yang mendorong keterlibatan orang tua,
sehingga dapat menjadi referensi untuk studi lebih lanjut di bidang sosial. Hasil
penelitian ini juga berpotensi menjadi acuan untuk penelitian-penelitian lebih
mendalam mengenai eksploitasi anak dan perlindungan hukum, baik di daerah

yang sama maupun di lokasi lain.
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2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan dampak negatif dari
eksploitasi, sehingga mendorong aksi kolektif untuk melindungi anak-anak.
Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan landasan untuk merumuskan
kebijakan yang lebih efektif dalam perlindungan anak dan memperkuat
kerjasama antara lembaga yang relevan. Temuan penelitian ini dapat
memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus
eksploitasi anak, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih
efisien. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan program
intervensi dan edukasi untuk orang tua dan masyarakat tentang risiko
eksploitasi anak serta cara-cara pencegahannya.

E. Kerangka Konseptual

Dalam melakukan penelitian atau menyusun karya ilmiah, salah satu
langkah penting adalah merancang kerangka konseptual. Tujuannya adalah agar
proses penelitian atau penulisan ilmiah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Kerangka konseptual penelitian menggambarkan hubungan atau interaksi
antara berbagai konsep yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Kerangka
ini berfungsi untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh dan rinci mengenai
topik yang akan dibahas.!¢

1. Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak

yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut

16 Siti Badriyah “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat”,
diakses melalui https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/ pada 29 Oktober 2024,
pukul 12.29 WIB.
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dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara.!’

2. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai
sanksi pidana. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang
merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum.'®

3. Orang tua adalah komponen penting dalam keluarga, yang terdiri dari ayah dan
ibu, yang terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga membentuk
sebuah unit keluarga. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mendidik,
merawat dan membimbing anak-anaknya agar siap menghadapi kehidupan
dalam masyarakat.'”

4. Eksploitasi anak adalah tindakan dimana anak-anak dimanfaatkan untuk
keuntungan orang dewasa atau pihak tertentu, sering kali dengan cara yang
merugikan dan tidak adil. Eksploitasi anak sering kali melanggar hak-hak dasar
anak dan dapat berdampak negatif pada perkembangan mental, fisik dan
emosional mereka.?’

5. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang belum
dewasa atau keturunan dari orang tua. Anak juga merujuk kepada orang yang

masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental dan emosional.?!

17 Annisa “Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya”, diakses melalui
https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya pada 29 Oktober
2024, pukul 13.42 WIB.

18 Info Hukum “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya”, diakses melalui
https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/ pada 29 Oktober
2024, pukul 14.12 WIB.

19 Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono. (2014). “Peran Orang Tua dan Pendidik
Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini”. Jurnal Pendidikan dan
Pemberdayaan Masyarakat.

20 Amelia Riskita Putri “Ekploitasi Anak di Indoneisa: Hukum, Jenis, dan Dampaknya”
diakses melalui https://www.orami.co.id/magazine/eksploitasi-anak pada 29 Oktober 2024 pukul
17.12 WIB.

2 Husnul Abdi “Pengertian Anak Menurut Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi
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Pengertian pengemis secara umum adalah orang-orang yang memperoleh

penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum menggunakan berbagai

cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.??> Sedangkan

pengemis secara anak adalah yang menjadi bagian dari anak jalanan dan

mendapat penghasilan dari meminta-minta di tempat umum.??

F. Riview Studi Terdahulu Yang Relevan

Hal ini bertujuan untuk memberikan konteks dan dasar teori yang

mendukung penelitian yang akan dilakukan.

No Nama, Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
Judul
Peneliti
1. | Rina Sari Skripsi ini mengkaji | Penelitian saya Dari rumusan

“Eksploitasi | berbagai bentuk dan penelitian masalah

Anak eksploitasi anak Rina Sari sama- perbedaannya

Dalam dalam dunia kerja, sama membahas | penelitian saya

Pekerjaan: | termasuk pengemis. | isu eksploitasi lebih fokus pada

Tinjauan Rina Sari melakukan | anak, khususnya | efektivitas

Hukum dan | analisis terhadap dalam konteks penegakan hukum

Dampaknya | regulasi yang ada pengemis. dan faktor

”(2020) dalam Undang- Keduanya juga kendala hukum

Skripsi Undang memperhatikan orang tua,

Universitas | Perlindungan Anak | dampak sosial sementara

Negeri dan dampak yang ditimbulkan | penelitian Rina

Jakarta psikologis yang oleh eksploitasi Sari lebih
ditimbulkan pada anak, meskipun menekankan
anak. Penelitian ini | dengan fokus bentuk eksploitasi
menunjukkan bahwa | yang berbeda. anak dalam
kemiskinan dan pekerjaan secara
kurangnya umum dan
pendidikan orang tua dampak

Internasional” diakses melalui https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-
menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=2 pada 30 Oktober 2024,

pukul 18.23 WIB.
22 Syadza Alifa “Mengurai Fenomena Gelandangan dan Pengemis di Indonesia”
diakses melalui https://dinsos.bandaacehkota.go.id/mengurai-fenomena-gelandangan-dan-
pengemis-di-indonesia/ pada 30 Oktober 2024, pukul 18.45 WIB.

23 Departemen Sosial Republik Indonesia. (1980). Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 31 Tahun 1980 tentang Pemberantasan Pengemis. Jakarta: Departemen Sosial RI.
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berkontribusi pada
eksploitasi anak.
Hasil penelitian ini

psikologisnya.
Penelitian saya
lebih berorientasi

memberikan konteks pada aspek
yang berharga untuk hukum dan
memahami dampak penegakan hukum
sosial dari dibandingkan
eksploitasi anak. dengan aspek
sosial dan
psikologis.
Ahmad Penelitian ini fokus | Penelitian saya Dari rumusan
Prasetyo pada penegakan dan peneltian masalah
“Analisis hukum terhadap Ahmad Prasetyo, | perbedaannya
Penegakan | kasus eksploitasi sama-sama penelitiaan saya
Hukum anak di Palembang. | menganalisis lebih menekankan
Terhadap Ahmad Prasetyo penegakan hukum | pada penegakan
Eksploitasi | mengevaluasi terkait eksploitasi | hukum dan
Anak di efektivitas hukum anak dan kendala oleh
Palembang” | yang ada dan mengidentifikasi | penyidik dalam
(2021) mengidentifikasi tantangan yang penegakan hukum
Skripsi kendala yang dihadapi dalam dalam kasus
Universitas | dihadapi oleh aparat | implementasinya. | eksploitasi anak,
Sriwijaya penegak hukum. Keduanya sedangkan
Penelitian ini menggunakan penelitian
menemukan bahwa | pendekatan Prasetyo lebih
meskipun terdapat kualitatif untuk fokus pada
regulasi menggali data dan | analisis umum
perlindungan anak, informasi. mengenai
implementasinya penegakan hukum
sering kali tidak dan kendala yang
konsisten. dihadapi di
Palembang tanpa
menonjolkan
aspek tanggung
jawab orang tua.
Siti Skripsi ini mengkaji | Penelitian saya Penelitian saya
Halimah peran orang tua dan penelitian Siti | berfokus pada
“Peran dalam konteks Halimah aspek penegakan
Orang Tua | eksploitasi anak, keduanya hukum dan faktor
dalam dengan fokus pada membahas peran | kendala oleh
Eksploitasi | faktor sosial- orang tua dalam | penyidik dalam
Anak: ekonomi yang konteks penegakan hukum
Perspektif | mempengaruhi eksploitasi anak. | terhadap orang
Sosial- keputusan orang tua | Keduanya juga tua dan lebih
Ekonomi” | untuk mempertimbangk | menekankan pada
(2022) mengeksploitasi an faktor-faktor regulasi hukum
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Skripsi UIN | anak mereka. yang yang ada,
Syarif Halimah mempengaruhi sedangkan
Hidayatulla | menggunakan keputusan orang | penelitian
h Jakarta pendekatan kualitatif | tua dalam Halimah lebih
dan menemukan mengeksploitasi | mengedepankan
bahwa faktor anak. perspektif sosial-
ekonomi dan ekonomi yang
pendidikan sangat mempengaruhi
mempengaruhi keputusan orang
keputusan orang tua. tua untuk
mengeksploitasi
anak.

Tabel 1.1 (Tabel ini berada di bab 1 dan merupakan tabel pertama).
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris, dimana pengumpulan data
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di lapangan. Tujuannya
adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penegakan
hukum terhadap orang tua yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi anak
sebagai pengemis, yang berlandaskan pada data dan pengalaman nyata di lapangan.

Jenis penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang
memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik
melalui komunikasi verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata
yang diamati secara langsung.?*

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah pengumpulan datanya diperoleh dari

24 Willa Wahyuni “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”
diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-
skripsi-jurusan-hukum pada 30 Oktober 2024, pukul 20.22 WIB.
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sumber data sekunder dan data primer sebagai berikut:

a. Data sekunder merujuk pada informasi yang telah ada sebelumnya dan
digunakan untuk mendukung kebutuhan penelitian. Data ini diperoleh dari
penelitian kepustakaan yang mencakup penelusuran literatur hukum dan
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti, serta
sumber-sumber tambahan lainnya dalam bentuk dokumen, artikel, situs web,
jurnal, dan sebagainya.?’

b. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh
peneliti bersama dengan pihak terkait.?® Pengumpulan data ini dilakukan
melalui wawancara anggota Penyidik Polrestabes Palembang.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam studi lapangan (field reseacrh) dapat dilakukan
melalui berbagai metode, antara lain:

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan melalui pengamatan dan
pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti, dengan tujuan
untuk memudahkan proses pencatatan yang akan dilangsungkan setelah
penelitian dilakukan. Dalam hal ini peneliti akan mengamati bagaimana
penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan eksploitasi anak sebagai
pengemis, kemudian data tersebut akan dianalisis untuk keperluan penelitian.

b. Wawancara, yaitu yang akan dilakukan bertanya langsung kepada respoden

25 Naja Sarjana “Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya” diakses melalui
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-
memperolehnya pada 05 November 2024, pukul 15.19 WIB.

26 Rully Desthian Pahlephi “Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara
Mendapatkannya” diakses melalui https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-
pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya pada 05 November 2024, pukul 15.31 WIB.
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guna memperoleh informasi mengenai pengalaman dalam proses penegakan
hukum terhadap tindak pidana ekploitasi anak. Melalui wawancara peneliti
dapat menggali pandangan, pengalaman, dan perspektif responden tentang isu
topik yang diteliti.

c. Dokumentasi, dalam konteks ini berfungsi sebagai alat penguat atau pendukung
dalam penelitian ini, dengan adanya dokumentasi maka bisa dijadikan suatu
bukti dan bahan penguat bahwa penelitian ini memang benar-benar dilakukan.
Dokumentasi ini bisa berbentuk foto, catatan. lapangan, buku referensi, atau
rekaman suara yang berhubungan dengan proses penelitian

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti disusun secara sistematis dari berbagai
sumber, termasuk observasi, wawancara, dokumentasi. Peneliti juga akan
menerapkan metode berpikir yang berfokus pada kata-kata untuk menyimpulkan,
sehingga hasilnya dapat dengan mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun
oleh orang lain.

5. Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2019-

2023, periode ini dimana terjadi peningkatan terhadap isu ekploitasi anak sebagai

pengemis di Kota Palembang dan mengevaluasi penegakan hukum terhadap orang

tua yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis.

H. Sistematika Penulisan

Rancangan penelitian ini disusun secara menyeluruh dalam empat bab

dengan sistematika sebagai berikut:
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BAB I PENDAHULUAN
Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan
masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka
konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian serta
sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Berisikan tinjuan pustaka tentang pemahaman yang komprehensif tentang
Tinjauan Umum Tentang Orang Tua & Anak, Tindak Pidana Eksploitasi
Anak, Tinjauan Umum Tentang Pengemis, dan Penegakan Hukum adalah
penting untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam kasus
eksploitasi anak sebagai pengemis.

BAB Ill PEMBAHASAN
Berisikan pembahasan analisis dari hasil penelitian mengenai proses upaya
Polretabes Palembang dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang
terlibat tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis, dan kendala
penyidik dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang terlibat tindak
pidana eksploitasi anak sebagai pengemis.

BAB IV PENUTUP
Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan merupakan ringkasan
hasil dari penelitian dan saran merupakan rekomendasi kebijakan atau

penelitian selanjutnya.
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